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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SFLATAN , 

NOMOR : 01 TAHUN 2010

PERUBAHAN PERTAMA A T*S  PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASi DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KAEUPATEN KONAWE SELATAN

DEM G Ah! RAHMAT TUHAN YANG M/» HA ESA 

BUPATI KONAWE SELATAN

Menimbang ; s. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor

T3hun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Poraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, maka perlu kembali d i bentuk kembali Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe 
Seiatan:

b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknir. 
Daerah sebagai perangkat Oaerah sedapat mungkin disesuaikan 
dengan cakupan tugas, prran dan kewenangan yang dimiliki, 
karakteristik Republik Indonesia d?n kebutuhan Daerah serto 
pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah 
dan/atau dengan instansi/lembaga terkait;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan de.igan 
Peraturan Daerah Kor.av/e Selatan tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Ker]a Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan.

Mengingat 1- Undang-Undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) 
sebagaimana tefah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



Undang-undang Nomor 4 Tehun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Seiatsn di Provinsi Suiawes; Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara^, Republik 
Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tanbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ^389);

4. Undang-undang Nc.nor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daeiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lemba.an Nagara Republik Indonesia 
Nomor 443"), sebagaimana telan diubah denqan Undang- 
Undang Nor.ior 8 Tahun 2005 ♦er.tang Penetapan Deraturan 
Pemermtsh Pengganti Undang-Undang Lomor 3 Tahun 2005 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 
tentang Perimbangan Keuangar antara Pemerintan Pusi-t dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negars Repub'ik Indonesia 
Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran f Jepara Republik 
Indonesia Nomor 4433);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenannan Provinsi sebaga< 
Daerah Otonom (Lembaran Negaia Republik indones.a Tahun 
ZOOO Nomor 54, Tambaii?n Lembaran Negar? Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Satuan Poiisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 112),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Neg^rn Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerint3h Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provir.si dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kc'a (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tshun 2007 Nomor 82 Tambnhan 
Lembaran Negara RepuDlik Indonesia Nomor 4737);

10. Perangkat Pemerintah Nomor 41 tshun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWA W PERWAKILAN RAKYAT DAHRAh KABUPATEN' KONAWE SELATAN
d&n

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERAVURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2007 THNTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 
K^RJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE 
SELATAN.

BAB i 
KETENTUAN UMUivt

Pasaf 1

Beberapa .ketentuan dala.n - Peraturan Daerah Kabupaten Konawe 
Setatsn No: or 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dari 
Taia Kerja Lembaga Tekn’s Daerah Kabupaten Konawe Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe-1 Selatan Tahun 2007 Nome;
12) diubah menjadi:

1. Ketentuan Pasal 2 ay?t (2) huruf a liubah sehingga berbunyi 
sebagai beriku i:
a. Badan tsrdiri d a ri:

1. Badan Perencanaan Pemba.igun3n Dae(ah; ^
2. Sadan Kesatuan Bangsa, Pofitik dan Perlindungan 

Masyarakat;
3. Badan Lingkungan Hidup. Kebersihan dan Penamanan;
4. Badan Pelaksana Penyulrh Pertanian, Perikenan dan ^  

Kehutanan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana; ^
7. Badan KepegawaianDaerah
8. Inspektorat Daerah;
9. Badan Ketahanan Pangan.

2. Ketentuan Pasai 4 ayat (7) Bagan Struktur Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian 
yang t;dak terpisahkan 'iari Peraturan Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2U07 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Konawe 
Se/atea;



3. Dengan berlakunya Pei aturan Daerah ini. maka bagai' 

Struktur dan Tata Kerja Badan Pelaksar.a Penyuluh 

Pertanian dan Ketahanan Pargan sebagaimana tercantum 

dalam Peratuian Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

Nomor 12 Tahun 20U7 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Keija Lembaga Tehnis Daerah dinyatakan tidak -■ 

berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai tegaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

per 3undangan Peraturan Daerali ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan,

Pasal 2

Ditetapkan di Am'oolo

Pada Tartcgr! 2.1 Agus+ustus 2010

fitJP A T T  i W F  «TT . J T r v

Dinndangkan di Andoolo 

Pada Tanggal 25 Agustus 2('10

SEKRETARIS DAZRAH/ KABUPATEN

DRS. H. SARDJUN M OKKE, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



j. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka bagan 

Struktur dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh 

Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan 

Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Tchnis Daerah dinya>akan tidak 

berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini m ula i fxrirk\[ sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapai mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ir.i dengan- penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan,

Ditetapkan di Andoolo

Pada Tanggal 25 Agustustus 2010

B f. A T I K O N  s ’-.r N D L V i  A n

KKRKTAR1S DAKRAII/ KABUPATEN

DRS, H. SARDJUN M QKKE. M .IH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
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N O M O R  : 01 TAHLN  2010 

TANGGAL 25 AGUSTUS 20Ui
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